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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat memberikan 
piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa 
dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan kegiatan peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, 

efisien, efektif, ekonornis, transparan, dan bertanggung 
jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan 
prinsip bisnis yang sehat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka 

Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Piutang dan Utang 
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sak.it Umum 
Daerah di Kabupaten Bangka Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembcntukan Provinsi Kcpulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

Mengjngat 

Menimbang 

TENT ANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKlT UMUM DAERAH 

DI KABUPATEN BANGKA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR '1-·A TAHUN 2024 

BUPATJ BANG KA SELATAN 

PROVINSI I<EPUL/\U/\N 8/\NGK/\ BELrTUNG 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan I<abupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tcngah, Kabupatcn Bangka Barat, dan Kabupaten 
Bclitung Timur di Provinsi Kcpulauan Bangka Belitung 
[Lcmbaran Ncgura Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerinlahan Oaerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoncsia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 105, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan 
Sadan Layanan Umum; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 

Nomor 4); 

I 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Sela tan. 

4. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis dinas/badan daerah dalam mernberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang merniliki fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada urnumnya. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

PIUTANG DAN UTANG SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN 

BANGKA SELATAN. 

MEMUTUSKAN: 

10. Pcraturan Bupati Bangka Sela tan Nomor 15 Tahun 2022 

tentang Pola Tata Kclola Sadan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Dacrah Kabupatcn Bangka Selatan 

(Bcrita Dacrah Kabupatcn Bangka Sclalan Tahun 2022 

Nomor 15); 

l 1. Pcraturan Bupati Bangka Sclatan Nomor 52 Tahun 2022 

tcnlang Pcdoman Pcncrapan Sadan Layanan Umum 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Serita Daerah 

Kabupatcn Bangka Sclatan Tahun 2022 Nomor 52); 

12. Peraturan Bupati Bangka Sclalan Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan (Serita Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 8); 

Menetapkan 
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5. Badan Layanan Umum Dacrah Rumah Sakit Umum Dacrah 

yang sclanjutnyn disingkat ALUD RSUD adalah Sadan 

Laynnnn Urnurn Dacrnh Kahupatcn Bnngka Sclatan yang 

mcncrnpkan pola pcngclolnan kcuangan Badan Layanan 

Umum Dacrnh. 

6. Pimpinan BLUD adalah Dircktur HLUD Rumah Sakit 

Umurn Dacrah di Lingkungan Pcrncrintah Kabupaten 

Bangka Sclatan sclaku Pcngguna Anggaran (PA)/Kuasa 

Pcngguna Anggaran, 

7. Kuasa Pcngguna Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

mclaksanakan scbagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang rnemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

rneningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalarn rangka 

mernajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

9. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 

sah. 

10. Penghapusan Bcrsyarat adalah penghapusan terhadap 

piutang BLUD dari pernbukuan BLUD tan pa 

menghapusknn hak tagih oleh pejabat yang berwenang. 

1 J. Penghapusan Mutlak adalnh penghapusan terhadap 

piutong BLUD dengan menghnpuskan hak tagih oleh 

Pejabat yang hcrwcnang. 

J 2. Piutung Scmenturn Bel um Dnpnt Ditagih yang selanjutnya 

disingkut PSBDT adnlnh piutang RSUD yang sementara 

belum dapat ditagih. 

13. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya clisingkat 

PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan 

bertugas mengurus Piutang Negara sebagairnana dirnaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. 
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Pasa14 

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan 

pcnycrahan barang, jasa darr/ntnu transaksi yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD. 
(2) Piutang dikelola secara tertib, cfisicn, ekonornis, transparan 

dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai 

tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

PENGELOLAAN PIUTANG 

operasional; 

b. menutup defisit kas; dan 

c. pengeluaran belanja modal. 

pelaksanaan dalam kemudahan a. mendapatkan 

Pasal 3 

(1) BLUD dalam pengelolaan piutang bertujuan: 

a. memberikan kemudahan dalam penyerahan barang, 

jasa dan/ atau transaksi; dan 
b. mendapatkan nilai tambah dari piutang sesuai dengan 

prinsip bisnis yang sehat. 

(2) BLUD dalam pengelolaan utang bertujuan: 

Pasal 2 

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pcdornan bagi BLUD RSUD dalarn rnclakukan pengelolaan 

piutang dan utang. 

BAB rr 
MAI<SUD DAN TUJUAN 

pcrjnnjian ntnu br-rdasnrkan scbah lninnyn y;ing sah dan 

\ cnyclcsninnnyn mcngnkibatknn nlirnn kcluar surnbcr daya 

ckonomi 13LUD. 

perundang-undangan, pcraturan bcrdnsarkan lalu 

14. Utang ndalnh kc, ajiban yang timhul dari pcristiwa rnasa I 
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Pasal 6 
(1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang 

jatuh tempo. 
(2) Jatuh tempo piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 
(3) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan 
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas 
piutang BLUD. 

(4) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah 
dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut 
kepada PUPN dilampiri bukti valid dan sah. 

(5) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh 
PUPN, Pimpinan BLUD melakukan penghapusan secara 
bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan 
Surat Keputusan Penghapusan. 

Pasal 5 

(1) Dalam mcmberikan piutang, BLUD dapat membuat 
perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan 
praktek bisnis sehat. 

(2) Pimpinan BLUD membuat pedoman penatausahaan dan 

akuntansi piutang. 

(3) Pimpinan OLUD harus mcmpcrtimbangkan kcuangan 

BLUD dun kcmnmpwm pcnnnggunj; piutang dalarn 

mcmbcriknn piutnng k pad» masyurnknt atau pihak kctiga. 

(4) BLUD tidak dipcrkcnankm1 mcrnhcrikan piutang kcpada 

calon pcnanggung/pcnunggung piutang yang tidak mampu 

mclunasi kccuali alasan sosial kcmanusiaan dan/atau 

scsuai dcngan kctcntuan pcraluran pcrundang-undangan. 
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Pasal 8 

(1) Piutang BLVD yang dihapus secara bersyarat dilakukan 

oleh pejabat berwenang yang nilainya ditetapkan secara 

berjenjang. 

Bagian Kedua 

Penghapusan Bersyarat 

Pasal 7 
(l) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat 

dihapuskan sccara bcrsyarat atau mutlak dari pcmbukuan. 
(2) Penghapusan secara bcrsyarat scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang 
BLVD dari pembukuan BLVD tanpa penghapusan hak 
tagih BLVD. 

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD. 

(4) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya dapat dilakukan 
setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 
pengurusan Piutang Negara/Daerah. 

(5) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal dalam 
hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN. 

(6) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dalam hal masih terdapat sisa namun: 
a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk 

menyelesaikan; dan 
b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi 

mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit 

diselesaikan. 

Bagian Kcsatu 

Penghapusan Piutang yang Tidak Berhasil Ditagih 

BAB IV 

PENGHAPUSAN PIUTANG 
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utang: 

b. pimpinan BLUD dcngnn pcractujuan Dewan Pengawas 
untuk jumlah lcbih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah] sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) per penanggung utang; 

c. dalam hal tidak lcrdapal Dewan Pcngawas, persctujuan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 
oleh pcjabat yang ditunjuk oleh Bupati; 

d. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 [lirna 
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 
(lima milyar rupiah) per penanggung utang; atau 

e. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih 
dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per 
penanggung utang. 

{3) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai 
piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai 

yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) 
hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan 
oleh Pejabat Keuangan. 

(4) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh 
Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat 
pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi 
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk rekomendasi secara tcrtulis. 

(6) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari 
pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, 

setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya 
rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan 
Pemeriksa Keuangan; atau 

(2) Pcnghapusan Piutang sccara bersyarat scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditctapkan olch: 
a. pirnpinan BLUD untuk jumlah sarnpai dengan 

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per pcnanggung 
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Pasal 9 

(I] Penghapusan sccara rnutlak, scpanjang menyangkut 

piutang BLUD, ditctapkan: 

a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan 

Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung 

utang; dan 

b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari 

Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung 

utang. 

(2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, 

nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai 

yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari 

sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan. 

(3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak 

sebagaimana dimaksud pada ayat [I], diusulkan oleh 

Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pimpinan 

BLUD, Dewan Pengawas, dan Bupati setelah mendapat 

pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbcntuk rekomendasi secara tcrtulis. 
(SJ Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 

tanggaJ penetapan penghapusan secara bersyarat 
piutang dimaksud; dan 

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan 

untuk menyelesaikann sisa kewajibannya, yang 
dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang 
berwenang. 

) 

Bugi:in l<c:tiw1 

Pcnghupusan Mutlak 

b. dalam hal piutang adalah sclain piutang tuntutan ganti 

rugi, sctclah piutang ditctapkan scbagai PSBOT. 
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Pasal 11 

(1) Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh temponya 
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan 
menutup defisit kas. 

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk 
memberikan manfaat jangka pendek. 

(4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dapat dilakukan untuk menanggulangi kondisi: 
a. tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan 

operasional yang rnendesak; 
b. terhambatnya penyediaan dana untuk pelaksanaan 

kegiatan operasional; 

Bagian Kedua 
Utang Jangka Pendek 

sehubungan dengan 
dan/atau pcrikatan utang dengan 

(1) BLUD Pasal 1 o 
dapat rncl k k k · a u an utang 

eg1atan opcrasional 
pihak lain. 

(2) Utang dikelola dan ct· l 
ekon . iso esaikan secara tertib, efisien 

om1s, transpara d b ' 
(3) n, an ertanggungjawab. 

Utang sebagaim . 
ut . ana d1maksud pada ayat (1), dapat berupa 

angJangka pendek atau utangjangka Panjang. 
(4) Perikatan ut · 

ang Jangka pendek atau utang jangka Panjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh 
pejabat yang betwenang secara berjenjang, berdasarkan 
nilai pinjaman. 

Bagian Kcsatu 

Urn um 

BABv 
PENGELOLAAN 

UTANG 
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Pasal 12 
(1) Utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan. 
(2) Utang jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk 

pengeluaran belanja modal. 
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan 

program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD. 

(4) Utangjangka Panjang, dapat dilakukan dengan syarat: 

a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka Panjang 

telah tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BLVD; 

b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari 

aspek teknis maupun aspek keuangan; 

c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang 

yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh 

lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dan hibah 

terikat; 

d. BLUD lidak mempunyai tunggakan atas pengembalian 

utang; dan 

e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir: , 
(5) Utang jangka Panjang dapat dilakukan setelah memperoleh 

persetujuan dari Bupati. 

Bagian Kctiga 
Utang Jangka Panjang 

c. saldo kas BLVD tidak mcncukupi untuk mcmbiayai 

kegiatan operasional yang rncndcsak dan tidak dapat 
ditunda; 

d. jurnlah utang jangka pcndck y,:ing rnasih ada ditambah 

dcngnn jurnlah utung jangka pcnclck yang akan 
dilakukan t idak mclcbihi 15% (lima bclas pcrscn) dari 
jumlah pcndapatan BLVD di luar Anggaran Pcndapatan 
dan Bclunja Dacrah dan Hibah tcrikat; 

I• •• ., 
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Pasal 14 

(1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang 

jangka pendek dan utang jangka Panjang berdasarkan 

usulan Pejabat Keuangan BLUD. 

{2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prioritas 

kegiatan BLUD yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Bisnis BLUD. 

Bagian Kelima 

Prosedur Pengajuan Utang 

Pasal 13 
(1) Perikatan uang dilakukan olch pcjabat yang bcrwenang 

sccara bcrjcnjang bcrdasarkan nilni pinjaman. 
(2) Pcjabat yang bcrwcnang rnclakukan pcrikatan utang 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
bcrdasarkan jcnjang nilai scbagai bcrikut: 
a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dcngan 

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); 
b. pimpinan BLUD dcngan persctujuan Dewan Pcngawas 

untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah); 

c. dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 
oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati; 

d. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 
(lima milyar rupiah); 

e. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih 
dari Rp 5.000.000.000 (Hrna milyar rupiah) per 

penanggung utang. 

Bagian Kccrnpat 

Jcnjang Nilai Uang 
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Pasal 15 

(1) BLUD dalam melakukan utang dengan pihak ketiga/calon 

pemberi utang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian 
utang. 

Bagian Kecnam 
Perjanjian Utang 

b. kernampuan mcmbayar utang: 
c. batas rnaksirnurn kumulatif ulang; 
d. kcmampuan pcnycrapan utang; dan 
e. biaya utang. 

(4) Rcncana kcbutuhan utang jangka pcndck scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disusun dcngan disertai lampiran 

sebagai bcrikut: 
a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan; 
b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan 
c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran 

bunga. 
(5) Rencana kebutuhan utang jangka Panjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), selain disertai lampiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disertai dengan 

studi kelayakan kegiatan. 
(6) Pimpinan BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan 

dibiayai dengan utang kepada Dewan Pengawas untuk 
mendapatkan rekomendasi. 

(7) Dalam hal Dewan Pengawas belum dibentuk, persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pejabat 
yang ditunjuk Bupati. 

(8) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud padat ayat (6) atau 
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

utang scbagaimana 
dilakukan dengan (2), ayat dimaksud pada 

rnern pcrti m ba ngknn: 

a. kcbutuhan bclanja opcrasicnal dan bclanja modal; 

kcbutuhan rcncana (3) Pcnyusunan 
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Pasal 17 

Ketentuan mengenai penghapusan piutang RSUD yang telah 

terjadi sebelum RSUD ditetapkan sebagai unit kerja yang 

menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

penghapusan piutang negara/ daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
(1) BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga pada utang 

jangka pendek dan utang jangka panjang yang telah jatuh 
tempo. 

(2) Kewajiban pembayaran utang dan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam Rencana 
Bisnis Anggaran BLUD dan dibayarkan sesuai dengan 

perjanjian utang. 
(3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar 

pokok utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Daerah wajib mengambil alih pembayaran 

pokok utang dan bunga tersebut. 

Bagian Ketujuh 
Kewajiban membayar Utang 

(2) Pcrjanjian 
utang scba . 

Paling sed'ki gaimana dimaksud pada ayat (1), 
1 t memuat: 

a. pihak-pihak 
b . yang mengadakan pcrjanjian; 

. JUmlah uang; 

c. peruntukan utang; 

d. pcrsyaratan utang; 

c. pcnyclcsaian scngkcta; dan 

f. keadaan kahar (force majeure} 
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Oitetapkan di Toboali 
pada tanggal '2.. Januari 2024 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai b .rlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan 

pcngundangan Pcraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya 

dalam Bcrita Oacrah Kabupate Bangka Selatan. 

BAB vrr 
KETENTUANPENUTUP 
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